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Kalimantan Salatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4265,

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4533),

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
Tentang Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan,
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);

6 Undang-Undang Republik indonesia Momor 32 Tahun 2004,
Tentang  Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 No.125. Tambahan ({Lembaran Negara
Republik Indonesia No 4488).

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemarintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20089 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5049);

&, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pangelolaan
Keusngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomaor 140),

10. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4737},

11. Peraturan Pemarintah Neomor 68 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pamberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Dasrah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan NMomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Balangan {Lembaran Daerah Ksbupaten
Balangan Tahun 2008 Nomeor 02, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomaor 43)

13. Peraturan Daersh Kabupaten Balangan Momor 03 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkal
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Momor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44) Sebagaimana dirubah dengan
Paraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
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tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkal
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2010 Nomor 02);

14 Peraturan Dasrah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomaor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Momor 55}

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PAJAK PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan |
1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2 Pemerintah Daerah adalah Bupali dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelenggaraan pemenntahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4 Pejabat adalah Pejabat yang diber lugas tertentu di bidang perpajakan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5 Penyidik Pegawai Neger Sipil yang selanjuinya dissbut dengan PPNS adalah
Panyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupalen Batangan yang bertugas sesual dengan
kewenangan yang diatur daiam perafuran perundang-undangan yang beriaku

& Badan adalah sekumpulan arang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Parsercan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya.

7. Pajak Parkir yang  selanjuinya disebut Pajak  adalah  pajak atas
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, balk yang disediakan berkaitan
dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermaotor.

8 Parkir adalah keadaan tidak bergerak sualu kendaraan yang fidak bersifat
gameantara.

6. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang ada pada kendaraan #du sendii yang dapat dipergunakan untuk




mangangkut orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang
mempunyai jalur jatan sendirl dan barjalan di atas ral.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daeran, yangd selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak danatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

12, Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputl pembayar pajak, pemoiong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyal hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraiuran parundang-undangan perpajakan daerah

13. Masa Pajak adatah jangka waktu 1 (satu) buian kalender atau jangka wakiu |a:n yang
distur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak uniuk menghitung, menyetor, dan mataporkan pajak
yang terutang.

14. Tahun Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecusli bila
Waiib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

15, Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, stau dalam Baglan Tahun Pajak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek paiak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pangawasan panyetorannya.

17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur uniuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi haria, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya. sera jumiah harga perciehan dan penyarahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa naraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

18 Sural Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukl
pembayaran atau penyeloran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
farmulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalul tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati

19, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjuinya disingkat SKPDKB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan basarmnya jumiah pokok pajak,
jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanks!
administratif, dan jumiah pajak yang masih harus dibayar.

20 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

21, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adaiah
eural ketetapan pajak yang menentukan jumtah pokok pajak sama besarnya dengan
jumiah kredit pajak atau pajak tidak terulang dan tidak ada kredit pajak.

27 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak
karena jumiah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.




23, Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

95 Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Sural Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atay pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

26. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan olen Wajib Fajak.

77 Pambukuan adatah suaiu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur unfuk
mangumpulian data dan informasl keuangan yang meliputi harta, kewajloan, maodal,
penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau
|asa, yang ditutup dengan mManyusun |aporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebul.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan parkir

Pasal 3

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempal Parkir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagal
suaty usaha, termasuk penyediaan tempal penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daarah,
b. penyelenggaraan tempat Parkir cleh perkantoran yang hanya digunakan untuk
karyawannya sendir.

¢ penyalenggaraan tempal Parkir aleh kedutaan, kensulat, dan perwakilan negara
asing dengan asas timbal balik;

d. penyslenggaran tempat parkir oleh institusi pandidikan yang hanya digunakan
uniuk aktivitas pandidikan; dan

e, penyelenggaraan tempat parkir oleh pengelcla tempat Ibadah untuk pelaksanaan
kegiatan keagamaan,




Pasal 4

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir
kendaraan bermolor.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat
Parkir.

BAB I
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Jumiah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada psnernima |asa
Parkir,

Pasal 6
Tanf pajak parkir ditetapkan 20 % (Dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

{2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir beriokasl

BAB YV
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal B
Masa Pajak adalah jangka wakiu 1 (satu) bulan kalender

Pasal 9
(1) Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam wakiu masa pajak.

(2) Pajak terutang dalam masa pajak adalah pada saat pembayaran yang telah
ditetapkan sebagal obyek pajak parkir.




BAB VI
PEMBUKUAN/PENCATATAN
DAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN
Pasal 10

(1) Wajib pajak parkir wajib menyelenggarakan pembukuan atau Pencatatan dan
Merekapitulasi potongan karcis yang tefah diserahkan kepada subjek pajak.

(2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sabagaimana dimaksud pada ayal {1) diatur
dengan Peraturan Bupat

Pasal 11

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan atau memerintahkan Pejabat untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam rangka melaksanakan
Peraturan Daerah ini.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
a. memperiihatkan dan meminjamkan dokumen {atalaksana pembukuan yang

menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak
terutang.

b memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeariksaan,

¢ Memberikan ketarangan yang diperiukan
(3) Tata cara pameriksaan pajak parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajlb pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan berdasarkan
SPTPD, SKPDKB, dan/atay SKPDKBT.

{3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diis! dengan jelas, benar, lengkap,
dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
Bupati selfambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja setelah berakhirmya masa pajak.

{5) Bentuk. isi dan tatacara mengisi SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Waijib pajak yang mengisi sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendin yang
terutang.




BAB Vil
PEMUNGUTAN PAJAK

Baglan Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu & (lirma) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan

a. SKPDKB dalam hal

1). jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar,

2), jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupatl dalam jangka wakiu yang
ditentukan dalam peraturan daerah ini dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada wakiunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran,

3). jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhl, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.
b, SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan panambahan jumiah pajak yang terutang.

¢ SKPDN |ika jumlah pajak yang lerulang sama besarnya dengan jumiah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(3) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratil berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumiah kekurangan pajak tersebul.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
metaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemaeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3) dikenakan sanksi sdministratif barupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratid berupa bunga
ssbesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dar pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Pasal 15
(1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku
pensrimaan.
(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak
ditetapkan dengan Keputusan Bupati




Pasal 16

{1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan
Bupati.

(2) Ketantua lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampalan SPTPD,
SKPDKB, dan SKPOKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 17

(1) Pembayaran pajak sesual wakiu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan atau STPD.

(2) Pembayaran pajak menggunakan SSPD.

Pasal 18
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati atas permohonan waijlb pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan,
dapat memberikan persetijuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak.

(3) Angsuran pembayaran pajak dilakiukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dan jumiah pajak yang belum atau
kurang Dayar.

{4) Penundaan pembayaran pajak sampal batas wakiu yang ditentukan, dikenakan
bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum atau kurang di bayar.

Pasal 19

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan
pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati

Baglan Ketiga
Surat Tagihan Pajak
Pasal 20
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika
a. pajak datam tahun berjaian tidak atau kurang dibayar,

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagal akibat
salah tulis danfatau salah hitung,

c. Waijib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga danfatau denda

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga




sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan ssjak
saal lerutangnya pajak.

(3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat
Penagihan Pajak

Pasal 21

(1) Surat Teguran atau Sural Peringatan atau Sural lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penaglhan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saal jatuh tempo pembayaran.

(2)Surat Tmguran atau Surat Peringatan atau sural lain yang  sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan cleh Pejabat.

Pasal 22

(1) Dasar penagihan pajak adalah SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pambetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang mengalami
penambahan jumiah.

(2) Penagihan pajak harus dilunasi dalam |angka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal dierbitkan STPD.

Pasal 23
(1) Apabila jumiah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waklu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Sural Peringatan atau sural lain
yang sejenis, jumiah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
(2) Pajabat menerbitkan Surat Paksa segera, selelah lewat 21 {dua puluh satu han sajak
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.

Baglan Kelima
Penyitaan

Pasal 24

(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2x24 Jam
sesudah tanggal penetapan yang lercantum delam Surat Paksa, Pejabat dapat
mengajukan upaya penyitaan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Obyek darl penyitasn adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan
jaminan pajak.

Pasal 25

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya
seteiah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penstapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

L]




(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan han, tanggal, jam dan (empal
pelaksanaan peletangan, |uru sita memberitahukan dengan segera secara terulis
kepada Wajib Pajak

(3) Kelepihan niai barang yang dilelang. setelah perfunasan utang pajak dan biaya
peleiangan dikembalikan kepada penanggung pajak yang barangnya lelah terlalang
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 26

(1) SKPD atau Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberkan insentif
atas dasar pencapalan kinena

i2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan metalul
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(3) Tata cara pamberian can pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Paraturan Pemerintah

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

(1) Wajit Pajak dapat mengajukan kaberatan hanya kepada Bupati melalu Pejabat yang
telah ditunjuk yang atas sualu

SKPD.
SKFDKB,
SKPDKBT,
SKPDLB,
SKPDN.

™= 8 BN

Pasal 2B

(1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indones@a dengan diserial alasan-
alasan yang jelas

(2) Keberatan harus diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagamana dimaksud pada
ayat (1), kecual fika Wajib Pajak dapal menunjukkan bahwa jangka wakiu fu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di juar kekuasaannya

(3) Keberatan dapal diajukan apabila Wailb Pajak telah membayar paling seadiki
sejumiah yang telah disetuju Wayib Pajak

{4) Kaberatan yang tidak memanuhi persyaratan sebagamana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) lidak dianggap sabaga: Surat Keberatan sehingga
tidak dipartimbangkan

I




(5} Tanda penerimaan surat keberatan yang diberkan oleh Bupat atau pejabat atau
tanda pengiriman surat keberatan melalu surat pos tarcatat sebagai tanda bukl
penerimaan surat keberatan

Pasal 29

(1) Bupati dalam [angka waktu paiing lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memben keputusan atas keberatan yang diajukan

{2} Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa manenma seiuruhnya atau sebagan
menolak. atsu menambah besarnya pajak yang tenitang

{3} Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewal dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulian

Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan parmohonan banding hanya kepada Pengadilan
Pajak terhadap keputusan mengenai kabaratannya yang ditetapkan oleh Bupal

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertuls
dgiam bahasa Indonesia. dengan alasan yeng jelas dalam jangka waktu 3 (tga)
bulan sejak keputusan diterima, difampir zalinan dar surat keputusan keberatan
tersebut

{3} Pengajuan permohanan banaing menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Pasal 31

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sabagian atau
seluruhnya. kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dangan ditambah imbalan
bunga sabesar Z% (dua persen) sabulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
butan

(2) Imbalan bunga sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampal dengan diterbitkannya SKPDLE.

{3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagan, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebasar 50% (ima puluh persen) dari
jumiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang lelah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajo Pajak mengajukan permohonan banding, sankesi administratif
berupa denda sebesar 50% (lims puluh persen) sebagaimana gimaksud pada ayat
(3] tidak dikenakan

(5) Dalam hal permohonan banding diolak alau dikabulkan sebagian. Wajb Pajak
dikenai sanksi adminisiratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
jumish pajak berdasarkan Pulusan Banding dikurang dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan




BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

{1) Atas parmohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Bupati dapat membetulkan
SKPD. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya ferdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan
tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

(2} Bupati dapat

a3 mengurangkan atau menghapuskan sanks! administratif berupa bunga, denda.

dan kenakan pajak yang terutang menurul peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah. dalam hal sanks: tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajio
Pajak atau bukan karena kesalahannys,

b mengurangkan atau membatalkan SKPD SKPDKB SKPDKBT atau STPD yang
tidak benar

c. mengurangkan atau membatalkan STPD

d membatalkan hasi pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
ditarbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan: dan

& mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertmbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu cbek pajak
{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sSanks

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagamana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 33

(1) Permohonan pembetulan, pembatatan. pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas SKFD, SKPDKB. SKPDKBT dan STPD
harus disampaikan secara terulis olen Wajb Pajak kepada Bupati melalu Pejabat,
selambat-tambatnya 30 (tiga puluh) han sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKE,
SKPDKET atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas

(2) Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surati parmohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditenima. sudah harus memberikan keputusan
(3) Apabila setelah lewat wakiu 3 (bga) bulgn sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengahapusan alau
pengurangan sanksi agminisiras dianggap dikabulkan,

BAB XIi
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 34

{1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembakan kelebihan pembayaran
pajak kepada Bupati atau pejabat secara tarfulis dengan menyebutkan sekurang-
kurangnya
a Nama dan alamat wajib pajak.




b Masa paak
¢ besarnya kelebihan pembayaran pajak
d Alasan yang jelas

(2) Bupati atau pejabat dalam [angka wakiu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sudah membernkan kepulusan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal i2) dlampaui, Bupah atau
pejabat tidak memberkan keputusan, permohonan pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam wakliu
paling lama 1 (satu) bulan

(4) Apabia wajib pajak mempunyal ulang pajak lainnya. kelebvhan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) pasal mi langsung diperhitungkan untuk melunasi teriebin dahulu
utang pajak dimaksud

(5) Pangembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE dengan menerbitkan Surat Penntah
Membayar Kelebihan Pajak.

(6) Apabila pengembalian ketebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2
{dua) bulan sejak diterbitkannya SKPOLB, Bupat atau Pejabat memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas ketertambatan pembayaran pajak

Pasal 35

(1) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) pambayarannya dilakukan dengan
cara pemindahbukuan dan bukh pemindahbukuan berlaku sebaga bukfi
pembayaran.

(2) Ketentuan iebih lanjul mengenal tatacara pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diatur dengan Peraturan Bupah

BAE XIlI
KADALUWARSA

Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaiuwarsa setelah melampau jangka
wakiu 5 (ima) tahun terhitung sejak saal lerutangnya pajak, kecuah apabila wajib
pajak metakukan tindak pidana di bidang perpajakan daefrah

(2} Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tedangguh
apabila;

a diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau,

b ada pengakuan utang pajak dan Wajb Pagak baik langsung maupun tidak
langsung

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut
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(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah Waijib Pajak dengan kesadarannya menyalakan masin mempunyai utang
Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

{§) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b dapat diketahul dari pengsjuan permohonan angsuran atau penundaan
pambayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

Pasal 37

(1) Piutang Pajak yang fidak mungkin ditagih lagi karena hak Lniuk melakukan
penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan,

(1) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudsh
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayatl (1),

{2) Tata cara penghapusan pitang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupal

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 38

(1} Satiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesualu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya clen Wajb Pajak dalam rangka jabatan atau
pakerjaannya untuk menalankan kelentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah

{2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahl
yang ditunjuk oleh Bupat untuk membantu dalam pelaksanaan kelentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah

a Pejabat dan tenaga ahi yang bertindak sebagai saks/ atau saksi ahli dalam
sidang pengadian,

b Pejabat darvatau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupatl untuk membenkan
keterangan kepada pejabat lembaga negara alsu instansi Pemernintah yang
bearwenang melakukan pemerksaan dalam bidang keuangan daerah

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat
sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) agar memberikan kelerangan, memperiinatkan bukti fertubs dan atau
tentang Wajib Pajak kepada pihak yang diunjuk

{5) Untuk kepentingan pemenksaan di pengadilan dalam parkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesual dengan Hukum Acara Pwdana dan Hukum Acara
Perdata Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayst (1). dan tenaga ahli sebagaimana dmaksud pada ayat (2), untuk
memberikan dan memperiihatkan bukli tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya

{6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta. serta kaitan antara parkara
pidana atau perdata yang bersanghkutan dengan keterangan yang diminta




BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemenntah Daerah diben
wewenang khusus sebagal Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Dasrah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

{2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) adalah pejabat pegawal negeri sipil
terentu di lingkungan Pemerintan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesual dengan ketentuan peratufan perundang-undangan

(3) Wewenang Penyidix sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

manerima, mencar, mengumpulkan, dan menelti kelerangan atau laporan
barkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

menaliti. mencan, dan mengumpulkan keterangan mengenal orang pricad atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang diakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah

memenrksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pdana di
bidang perpajakan Daerah,

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan behan bukt pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, sera meiakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bartuan tenaga ahil dalam rangka pelaksanaan lugas penyidikan tndak
pidana di bidang perpajakan Daerah,

manyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang menmggalkan ruangan atau
tempat pada saal pemeriksaan sedang barangsung dan memenksa identitas
orang, benda. dan/atau dokumen yang dibawa,

mamotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi

meanghentikan panyidikan, dan/atau

melakukan tindakan lain yang pariu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dl
bidang perpajakan Daerah sesual dengan keteniuan peraluran perundang-
undangan

{4) Panydik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya
panyidikan dan menyampaikan hasil penydikannya kepada Penuntut Umum melals
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indanesia sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya fidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan kelerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumiah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

(2) Waiib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mangksi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paing
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar

Paszal 41

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak diuntul setelah melampaul |angxa
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirmya Tahun Pajak yang bersangkutan

Pasal 42

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupall yang karena kealpaannya tidak
memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat
(1) dan ayal (2) dipidana gengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp4.000 000,00 (empat juta ruplah)

{2) Pejabat atau tenaga ahl yang ditunjuk oleh Bupali yang dengan sengaja hdak
memenuhi kewajibannya atau sesecrang yang menyebabkan lidsk dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupah)

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2} hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). sesual dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi sesecrang atau Badan selaku Wajib
Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan Pasal 43 ayat (1) dan ayal (2)
merupakan penanmaan negara.




BAE XVil
R M | WA FERALIRAN

Fasai 44

(1) Scgaia beban bioya lerhadap poksanan Foraman Uaorah mi diciopkan daiam
P -1

(2} Pada saat Undang-Undang Inl beraku Paiak yang maaih lentang herrtARArkAn
mmmﬁmmmmmwm
janaka wakiu 5 (hma) tehun lsrhilund s saal tefulanag

BAB XHI
KETENTUAN PENLITUP

Pazal 45

Hagkhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang mengenal
e e g E T T Freraturan Buoah

Pasal 46
Hergturan Liaeran int muld Denak pasa langgal dundangsan.

Agar satiap ofang mangetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan Daaerah inl
gt sriesn igiabisriyed Ul Lesvviben ) Dot iy Fabupssteon Bubarmgun

& Fonngin
i T AgUBEUs 20T T

Diondangian di Fanngn

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 10




